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KATA PENGANTAR  
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat diselesaikannya laporan 

pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan legalisir ijazah dan /atau 

transkrip di Politeknik Kelautan dan perikanan Sidoarjo semester I tahun 2025. Pedoman 

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri 

pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara pelayanan 

Publik. 

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur 

tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) 

secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Sidoarjo khususnya dalam pelayanan legalisir ijazah dan /atau transkrip yang 

meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme sumberdaya manusia, sarana. prasarana, 

sistem informasi pelayanan publik. layanan konsultasi dan pengaduan. 

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempuma sehingga kritik, saran, dan 

masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempumaannya. Kami berharap 

semoga laporan ini bermanfaat dan sebagai bahan masukan dalam pengambilan 

kebijakan dan sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan layanan legalisr ijazah dan/atau 

transkrip di Politeknik Kelauan dan perikanan Sidoarjo  

 

     Sidoarjo,    Juli 2025 

     Direktur 

  

     

     Yaser Krisnafi 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah 

perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang tercantum 

pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Aparatur pemerintah 

dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi 

kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya 

keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. 

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, 

perlu diberikan akses kepada pengguna layanan / masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan, informasi, ketidak puasan, dan/atau aspirasi dari 

masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan publik legalisir ijazah dan/atau 

transkrip di Politeknik KP Sidoarjo. 

Pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat secara umum sangat 

diperlukan untuk mengetahui masalah dan kekurangan dan sekaligus mencarikan 

solusi, inovasi dalam memberikan pelayanan publik. Prinsip dasar pengelolaan 

pelayanan publik di Politeknik KP Sidoarjo antara lain : 

a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; 

b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; 

c. Mendapat perlindungan dan/atau pemenuhan pelayanan; 

d. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan 

pelayanan; 

e. Memberitahukan kepada petugas untuk memperbaiki pelayanan apabila 

pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; 

f. Melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan secara terus menerus dan 

berkelanjutan berdasarkan pada saran, masukan, dan pengaduan dari 

Masyarakat.  

g. Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut maka diperlukan adanya survei 

kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap tahun 

sekali menggunakan perangkat kuisioner yang disebarkan kepada seluruh 

pengguna layanan terkait dengan layanan legalisir iajzah dan/ atau transkrip 



 

 

di Politeknik KP Sidoarjo yang pelaksanaannya dilakukan secara rutin. Hasil 

survey kepuasan masyarakat akan ditindak lanjuti sebagai dasar untuk 

perbaikan dalam upaya meningkatkan kwalitas pelayanan publik. 

 
1.2. DASAR HUKUM 

Dasar hukum pelaksanaan Survey Kepuasaan Masyarakat ini adalah : 

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik; 

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

f. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 

2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 

2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 

2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi 

Instansi Pemerintah.  

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk 

menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei Kepuasan Masyarakat dapat 

digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang melaksanakan 

survei. 

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk 

mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 



 

 

meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan 

umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan 

di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo sebagai bahan untuk menetapkan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya 

secara berkesinambungan. 

 

1.4. SASARAN 

Sasaran penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan; 

b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik; 

c. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; dan 

d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

 

1.5. PRINSIP 

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip : 

a. Transparan 

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah 

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

b. Partisipasif 

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan 

peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnyauntuk mendapatkan hasil 

survei yang sebenarnya. 

c. Akuntabel 

Hal-hal   yang   diatur    dalam    Survei    Kepuasan  Masyarakat harus 

dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan  secara  benar   dan   

konsisten kepada pihak yang berkepentingan  berdasarkan  kaidah  umum 

yang berlaku. 

d. Berkesinambungan 

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan untuk megetahui perkembangan peningkatan kualitas 



 

 

pelayanan. 

e. Keadilan 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua 

pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, 

golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas dan mental. 

f. Netralitas 

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, survei tidak boleh 

mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak. 

 

1.6. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat penyelenggara 

pelayanan publik ldengan layanan legalisir ijazah dan/atau transkrip  di 

Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo meliputi metode survei dan unsur 

survei, langkah-langkah penyusunan survei kepuasan masyarakat, langkah-

langkah pengolahan data, perangkat pengolah data, laporan hasil 

penyusunan survei, penyusunan jadwal, pembahasan hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat dan rencana tindak lanjut, kesimpulan dan saran masukan dari 

survei. 

 
1.7 MANFAAT 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat ini adalah sebagai berikut : 

a. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit pelayanan publik secara periodi; 

b. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik; 

c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut yang perlu dilakukan atas hasil suvei kepuasan masyarakat; 

d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 

e. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan; dan 

f. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan. 



 

 

 

BAB II 

PENGUMPULAN DATA SKM 

 

 

2.1.  METODE PENGUMPULAN DATA 

 Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Politeknik Kelautan 

dan Perikanan Sidoarjo menggunakan metode survei. Adapun alat pengumpulan data 

menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuisioner terdiri atas 

9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Politeknik KP 

Sidoarjo yaitu : 

1. Persyaratan (U1): Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur (U2): Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu penyelesaian (U3): Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/ tarif (U4): Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5): Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi pelaksana (U6): Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman  

7. Perilaku pelaksana (U7): Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8): Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana (U9): Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 



 

 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

 

2.2.  LOKASI PENGUMPULAN DATA 

 Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu 

jam layanan. Sedangkan pengisian kuisioner dilakukan secara mandiri oleh responden 

pada saat berada diunit layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan 

pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan. 

 

2.3. WAKTU PELAKSANAAN SKM 

 Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 

(Enam) Bulan atau per Semester. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat memerlukan 

waktu selama7 (tujuh) hari dengan rincian sebagai berikut : 

NO KEGIATAN JUMLAH HARI KERJA 

1 Persiapan 1 

2 Pengumpulan Data 2 

3 Pengolahan Data dan Analisis Hasil 2 

4 Penyusunan dan Pelaporan Hasil  2 

 

2.4.  PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN 

 Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima 

layanan (jumlah pemohon). Teknik yang dipakai adalah teknik sampling jenuh adalah 

Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar sedangkan 

sampling jenuh menggunakan populasi yang relative kecil meskipun keduanya sama-sama 

menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Kelebihan dari Teknik sampling 

jenuh adalah mudah, praktis, murah dan tidak memerlukan waktu untuk pengumpulan 

data sampel. Sementara kelemahan dari Teknik sampel jenuh adalah tidak cocok untuk 

populasi dengan anggotanya yang besar sehingga hanya cocok untuk kelompok populasi 

kecil.  

 

 

 

 

 



 

 

Adapun perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 

n = N /1 + Ne2  

Penjelasan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi yang diketahui 

e = Tingkat Toleransi Kesalahan (10%/0,1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

3.1.  JUMLAH RESPONDEN SKM 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 16 orang responden. Jumlah populasi yang ada termasuk kategori kecil 

sehingga semua populasi yang ada dijadikan sebagai sampel untuk responden. 

 

NO KARAKTERISTIK INDIKATOR JUMLAH PERSENTASE 

1 Jenis Kelamin Laki-laki/Perempuan 10 100% 

2 Pendidikan  D3 10 100% 

3 Pekerjaan Swasta 10 100% 

4 Jenis Layanan  Legalisit ijazah 

dan/atau trasnkrip 

10 100% 

 

3.2.  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (UNIT LAYANAN DAN PER UNSUR 

LAYANAN) 

 Pengolahan data SKM menggunakan Excel template olah data SKM dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

 Nilai Unsur Pelayanan 

 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

IKM Per Unsur 3,80 3,80 3,70 3,00 3,70 3,70 3,78 3,90 4,00 

Kategori A A A C A A A A A 

IKM Unit 
Layanan 

3,70 (A Atau Sangat Baik) 

Keterangan : 
Nilai IKM dapat dikategorikan sebagai berikut: 

 A (Sangat Baik) : 3,53 – 4,00 

 B (Baik) : 76,61 – 3,06 – 3,53 
 C (Kurang Baik) : 2,60 – 3,06 

 D (Tidak Baik) : 1,00 – 2,59 
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Gambar 1. Nilai IKM pada tiap jenis unsur layanan periode Semester I tahun 2025 

 

3.3. ANALISA HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 

 Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap layanan legalisir ijazah 

dan/atau transkrip pada semester I tahun 2025 diperoleh data bahwa secara rata-rata 

untuk nilai indeks kepuasan masyarakat termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 

3,70. Sedangkan untuk nilai IKM terendah terdapat pada unsur kewajaran biaya/tarif 

dalam pelayanan dalam hal ini mendapatkan penilain nilai IKM 3,00.  

 

1.4. RENCANA TINDAK LANJUT  

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik 

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil 

analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut 

perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. 

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui diskusi dengan 

Kelompok Kerja Pelayanan Publik. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut 

dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 6 bulan), jangka menengah 

(lebih dari 6 bulan, kurang dari 12 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 12 bulan). 

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut: 

No 
Prioritas 
Unsur 

Program/Kegiatan 
Waktu 

TWI TW II TW III TW IV PJ 

1 
Waktu 

pelayanan 

Melakukan koordinasi 
dengan unsur 
pimpinan dan petugas 

pelayanan terkait 
prosedur dan waktu 
pelayanan 

   √ Wadir I 

 

 

 



 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 Dari kegiatan survey kepuasan masyarakat pada Semester I tahun 2025 dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan seluruh unsur pelayanan dalam kegiatan layanan legalisr 

ijazah dan/atau transkrip mendapatkan nilai IKM dengan kategori sangat baik 

2. Unsur tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan mendapatkan nilai 3,00 

dimana angka ini lebih rendah dibandingkan angka pada unsur lainnya. Terkait 

tarif layanan sesuai dengan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 

198/PMK.05/2022 tentang tarif layanan badan layanan umum politeknik kelautan 

dan perikanan sidoarjo pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan 

3. Unit layanan harus mempertahankan kualitas dari pelayanan secara konsisten 

sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, 

sedangkan untuk sektor yang kurang diharapkan hasil ini dapat memberikan 

masukan dalam menentukan kebijakan yang mendukung perbaikan-perbaikan 

layanan kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran I. Kuisioner Survey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran II Tabulasi Survey Kepuasan Masyarakat 

Tabulai Survey Kepuasan Masyarakat  

SEMESTER I TAHUN 2025 

Politeknik Kelautan Dan Perikanan Sidoarjo 

Jenis layanan   : Legalisr Ijazah dan /atau Transkrip 

Jumlah populasi  : 10 orang 

Jumlah target responden : 10 orang 

Jenis 
Kelamin 

Pendidikan Pekerjaan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Laki-Laki D3 Swasta 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

Laki-Laki D3 Swasta 4 3 4 3 3 4 4 4 4 

Laki-Laki D3 Swasta 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

Perempuan D3 Swasta 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

Laki-Laki D3 Swasta 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

Laki-Laki D3 Swasta 4 4 4 3 3 3 4 4 4 

Laki-Laki D3 Swasta 4 4 3 3 3 3 3 4 4 

Laki-Laki D3 Swasta 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

Perempuan D3 Swasta 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

Laki-Laki D3 Swasta 3 4 4 3 4 4 4 4 4 

Nilai Rata - Rata 38 38 37 30 37 37 38 39 40 

Nilai Rata - Rata Tertimbang 3,8 3,8 3,7 3 3,7 3,7 3,8 3,9 4 

SKM Unit Pelayanan 3,7                 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 
SURVEY KEPUASAAN MASYARAKAT 

LAYANAN LEGALISIR DAN/ATAU TRANSKRIP 
 

NILAI GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

92.5 

JUMLAH                                    10 RESPONDEN 
JENIS KELAMIN  

A. LAKI-LAKI                    8 RESPONDEN 
B. PEREMPUAN              2 RESPONDEN 

PENDIDIKAN  

A. SD 
B. SMP 
C. SMA/SMK 
D. D3                                10 RESPONDEN 
E. S1/D4 
F. S2 

 

PELAKSANAAN SKM 
JANUARI – JULI 2025 

 
MUTU PELAYANAN : A (SANGAT BAIK) 

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN  
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS  

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT 
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